
Menimbang : a.
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BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 10 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4

tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alokasi Dana

Desa setiap Tahun Anggaran dan ditetapkan dengan

Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Daerah

Kabupaten Muara Enim;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pernerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4

Nomor 244, Tarartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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4.

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a95);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ot4 Nomor L23, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Perattrran Pemerintah Nomor 11

Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Perahrran

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraftrran

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang

Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 632L1;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2l Tahun 2OlL tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL

Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 2OL8

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1a Nornor 611);
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7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun Anggaran 2o2o (Lembaran Daerah Kabupaten Muara

Enim Tahun 2OL9 Nomor 22).

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat

DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Muara Enim.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat

BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Muara Enim.

6. Camat adalah Kepa1a Kecamatan yang membawahi desa yang bersangkutan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang unhrk mengatur dan mengurus

urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal

usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan

Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat

strategis.

L2. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibenhrk atas

prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang bertugas memberdayakan

masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

13. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Desa.

L4. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris

Desa dan perangkat desa lainnya.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD

adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,

adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana

perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18. Peraturan Desa adalatr Perahrran Perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa.

19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan dua atau

lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.



20. Peratgran Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

yang bersifat mengatur.

21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas,

progrErm, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa,

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

22. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa unhrk

jangka wakhr 1 (satu) tahun.

23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan ua.ng serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kew4iiban desa.

24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya

disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan

Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa

berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang mengesakan sebagian kekuasaan

PKPKD.

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur

pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator

PPKD.

Pengadaan Barang/Jasa di desa disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa

adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik

dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.

Swakelola adalah kegiatan pengadaan barats/jasa dimana pekerjaannya

direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola

Kegiatan.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang

menyediakan barang/jasa.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala

Desa yang berhrgas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Sekretaris Desa adalah sebagai unsur perangkat desa bertindak selaku

koordinator pelaksanacrn pengelolaan keuangan desa.

26.

25.

27.

28.

29.

30.

31.



32. Kaur Keuangan adalah perangkat yang ditunjuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungi awabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan lr€Lng desa yang ditentukan

oleh Kepala Desa untuk menampung selumh penerimaan desa dan

digunakan unttrk membayar seluruh pengeluaran desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan

desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan unhrk

membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,

dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang

sah.

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan

barang tidak bergerak.

33.

34.

37. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

38.

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahrran, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebiiakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD

adalah lembaga atau wadah yang dibenhrk atas prakarsa masyarakat

sebagai mitra Pemerintatr Desa dalam menarnpung dan mewujudkan

aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah

anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan

kemampuan unhrk pembangunan partisipatif.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besafirya kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaksana Kegiatan adalah perangkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa

untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas kegiatan dan

fungsi masing-masing.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk

sebesar-besafirya kesejahteraan masyarakat desa.

39.

35.

36.

40.
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42.



49. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Desa unhrk pencairan uang guna

pembayaran kegiatan desa.

44. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP

adalah Inspektorat Kabupaten Muara Enim.

45. Pihak L,ain adalah Pihak yang membantu Pemerintah Desa selain

Perangkat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program

Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan

pembinaaan kemasyarakatan.

Pasal 3

I\iuan Alokasi Dana Desa adalah :

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pmbangunan di tingkat desa

dan pemberdayaan masyarakat;

c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan sosial;

e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa).



a.

b.

c.

d.

e.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Alokasi Dana Desa meliputi :

pengalokasian Keuangan ADD;

penggunaan keuangan ADD;

pengelolaan ADD;

pembinaan dan pengawasan ADD;

kerugian keuangan ADD.

BAB IV

PENGALOKASIAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Bagran Kesatu

Pengalokasian Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

Pengalokasian keuangan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan

secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).

b. Alokasi Dana Desa Proposional.

Secara Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagran

Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut

Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);

Secara Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya

bagran Alokasi Dana Desa berdasarkan Bobot Desa (BDx) yang dihitung

dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas

wilayah dan letak kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana

Desa Proposional (ADDP).

Besarnya Persentase perbandingan antara secara merata dan secara

berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3), adalah

Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) sebesar 8Oo/o (delapan puluh

perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana

Desa Proposional sebesar 2O"/o (dua puluh perseratrrs) dari jtrrnlah

Alokasi Dana Desa.

(1)

l2l

(3)

(4)



Bagran Kedua

Bobot Desa

Pasal 6

(1) Indikator untrrk menghitung bobot desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (3 ) sebagai berikut:

a. 25o/o (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk dari sumber data

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. 35o/o (tiga puluh lima persen) untuk Angka Kemiskinan sumber

data Muara Enim dari Bappeda Kabupaten Muara Enim;

c. 10% (sepuluh persen) untuk Luas Wilayah, sumber data Muara Enim

dari Bappeda kabupaten Muara Enim;

d. 3O% (tiga puluh persen) unhrk Tingkat Kesulitan Geografis sumber data

dari Bappeda Kabupaten Muara Enim.

Bagian Ketiga

Besaran Alokasi Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 7

(1) Besaran Alokasi Keuangan ADD berdasarkan azas merata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung dengan runlus sebagai berikut :

ADDM = 8O3/o x Jumlah ADQ Kabupatgn

Jumlah Desa

(21 Besaran Alokasi Keuangan ADD berdasarkan az*.;s keadilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

ADDP = Nilai Bobot Desa x 2Oo/o Jumlah ADD Kabupaten

Nilai Bobot Desa se Kab

(3) Jumlah alokasi keuangan ADD yang diterima setiap desa berdasarkan azas

pemerataan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

(U Keuangan desa yang bersumber dari ADD digunakan untuk mendanai

kegiatan desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan desa.



(21 Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sebagai

berikut:

a. Paling banyak 3Oo/o (tiga puluh perseratus) setelah dikurangi Siltap,

Tunjangan Kepala Desa, Perangkat, Honor BPD dari jumlah anggaran

belanja dan digunakan unhrk :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa;

2. Operasional Pemerintah Desa;

3. T\rnjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;

4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

b. Pating sedikit 70% (tqjuh puluh perseratus) setelah dikurangi Siltap dan

Tunjangan dari jumlah anggaran betanja dan digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rincian lebih lanjut mengenai penggunaan ADD sebagaimana dimaksud

ayat (21ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGELOI-AAN ALOKASI DANA DESA

Bagran Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

(1) Perencanaan kegiatan desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan melalui

Musyawarah Desa (Musdes) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen

RKPDesa.

(21 Dokumen RKPDesa diiadikan dasar dalam penJrusunan Rincian

Penggunaan ADD.

(3) Rincian Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan

satu kesatrran dengan dokumen rEmcangan APBDesa.

(3)



(u

(21

(3)

Bagtan Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pelaksana Kegiatan

Pasal 1O

Dalam melaksanakan kegiatan harrs ditunjuk Pelaksana Kegiatan yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Perahrran ini.

Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

kepada Kepala Desa.

Penunjukan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
diangkat berdasarkan hrgas dan fungsi perangkat desa masing-masing.

{41 T\rgas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;

c. sebelum pekerjaan diserahterimakan oleh Pelaksana Kegiatan kepada

Kepala Desa hams diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

d. menyerahkan bulrti pendukung administrasi dan bertanggung jawab

penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang

dikelola dalam bentuk Berita Acara serah terima Dana Kegiatan

sebagaimana tercantum dalam Format A L,ampiran II Perahrran ini;

e. setelatr kegiatan selesai dilaksanakan, menyerahkan kegiatan kepada

Kepala Desa, dalam benark Berita Acara serah terima kegiatan

sebagaimana tercanhrm dalam Format B Lampiran II Peraturan ini.

Paragraf 2

Pencairan Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

(1) Pencairan keuangan ADD dilakukan dalam 4 (empat) Triwulan, yaitu:

a. Triwulan I (satu) sebesar 25o/o {d:ua puluh lima persen} dari jumlah ADD

yang diterima desa;

b. Triwulan II (dua) sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari jumlah ADD

yang diterima desa;



c. Triwulan III (tiga) sebesar 25o/o {dua puluh lima persen) dari jumlah ADD

yang diterima desa;

d. Triwulan IV (empat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah

ADD yang diterima desa.

(21 Untuk mencairkan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa menyampaikan APBDes kepada Bupati melalui Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

(3) Berdasarkan permohonan tersebut Bupati menyalurkan keuangan ADD ke

dalam Rekening Kas Desa (RKD) yang dibuka di bank atau lembaga

keuangan non bank yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Penyaluran keuangan ADD dari Rekening Kas Daerah kepada Rekening Kas

Desa (RKD) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan ADD yang

ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Pihak Kesatu

dan Kepala Desa sebagai Pihak Kedua.

(5) Pencairan keuangan ADD pada bank atau lembaga keuangan non bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai

dengan kebuhrhan.

(6) Pencairan keuangan ADD pada bank atau lembaga keuangan non bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Surat Pengantar Camat.

Pasal 12

(1) Pencairan keuangan yang diterima desa ADD Triwulan I (satu) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan apabila desa

sudah menyelesaikan kewqiiban-kewajiban, sebagai berikut :

a. Pertanggungiawaban (SPJ) Bantuan Keuangan tahun sebelumnya;

b. Rencana Keda Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan;

c. Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Desa kepada BPD

dilampiri berita acara penyampaian LKPJ tahun sebelumnya;

d. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati tahun

sebelumnya; dan

e. Peraturan Desa tentang pertanggungiawaban Pelaksanaan APBDesa

tahtrn sebelrrrnnya;

f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).



(21 Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Triwulan I (satu)

kepada Bupati pada tahun berjalan dengan melampirkan :

a. Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

berjalan sebagaimana Format A L,ampiran III Peraturan ini;

b. Perahrran Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun berjalan;

c. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan

Desa dengan contoh sebagaimana lampiran IV Peraturan ini;

d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan;

e. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

f. Surat Pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat;

g. Copy Rekening Kas Desa pada bank yang ditetapkan Kepala Desa, dan

dilegalisir oleh Camat;

h. Copy Nomor Pokok Wqiib Pajak (NPWP); dan

i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang disahkan oleh Kepala

Desa sebagaimana Format B lampiran III Peratrrran ini.

(3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Triwulan II (dua)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b tahun berjalan

dengan melampirkan :

a. membuat laporan pertanggungiawaban (SPJ) ADD Triwulan I (sattr);

b. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ADD Triwulan I (satu)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini;

c. surat Pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat.

(4) Kepala Desa mengqjukan permohonan pencairan ADD Triwulan III (tiga)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c tahun berjalan

dengan melampirkan :

a. membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) ADD Triwulan II (dua);

b. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ADD Triwulan II (dua)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Perahrran ini;

c. surat Pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat.



(5) Kepala Desa mengqiukan permohonan pencairan ADD Triwulan tV (empat)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d tahun berjalan

dengan melampirkan :

a. membuat laporan pertanggungiawaban (SPJ) ADD Triwulan III (tiga);

b. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ADD Triwulan III
(tiga) sebagaimana tercanhrm dalam La.mpiran V Peraturan ini;

c. surat Pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat

Paragraf 3

Pelaksanaan Belanja Desa Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 13

(1) Setiap pengeluaran belanja desa atas beban keuangan ADD harrs didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah.

(21 Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat

dipertanggungiawabkan berdasarkan kebenaran materil yang timbul dari

penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban keuangan ADD, tidak dapat

dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentartg APBDesa yang

memuat keuangan ADD ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Paragraf 4

Sisa Iebih Perhitungan Anggaran

Pasal 14

(U Sisa Lebih Perhihrngan Tahun Anggaran (SILPA) yang berasal dari ADD

mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai

dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

(21 SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Kas Desa yang

disimpan dalam Rekening Kas Desa.

(3) Bukti penyimpanan SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan

dalam buku rekening.

(4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai

kegiatan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam penerimaan

pembiayaan pada Dolanmen APBDesa tahun berikutnya.



Paragraf 5

Klasifikasi Belanja dan Kode Rekening Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 15

(1) Klasilikasi belanja desa dari keuangan ADD sesuai dengan klasifikasi

belanja dalam APBDesa;

(21 Kode Rekening belanja desa dari keuangan ADD disesuaikan dengan kode

rekening dalam APBDesa.

Pasal 16

(1) Setiap belanja modal yang bersumber dari keuangan ADD dapat disertai

dengan partisipasi atau swadaya masyarakat (gotong royong) baik dalam

operasional dan/atau dalam pemeliharaan;

(21 Partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berbentuk uang, material dan/atau tenegai

(3) Nilai partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dituangkan dalam dokumen perenca.naan kegiatan Belanja Modal

dimaksud.

Pasal 17

Kaur Keuangan ADD wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya

yang sah dan menyetorkan selumh hasil pemungutan disetor ke Rekening Kas

Umum Daerah pada bank yang telah ditunjuk.

Paragraf 6

Perubahan Pelaksanaan Belanja Desa Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 18

(1) Perubahan belanja desa dari keuangan ADD dapat dilakukan apabila

terjadi :

a. Keadaan damrat;

b. Keadaan luar biasa;

(21 Keadaan darurat sssngaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memenuhi kriteria :



a. bukan merupakan kegiatan normal dari alftivitas pemerintah desa dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan penganrh pemerintah desa;

d. memiliki dampak yang siginifrkan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan

keadaan yang menyebabkan penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan

ADD mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5Oo/o (lima puluh

perseratus).

(4) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U dapat

dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan

BPD setelah dievaluasi oleh Bupati.

(5) Pembahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan

bersama dengan perubahan APBDesa.

(6) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (sattt) kali dalam satu tahun

anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagran Ketiga

Penatausahaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 19

(1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan ADD

sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

(21 PTPKD menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan

dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran

atas pelaksanaan keuangan ADD dan bertanggung jawab terhadap

kebenaran materil dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Bagran Keempat

l.aporan Dan Pertanggungiawaban Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 2O

(1) Pemerintah desa wajib mempertanggungiawabkan pengelol,aan ADD dan

rekapitulasi penggunaan dana disarnpaikan kepada Bupati sesuai tahapan

pencairan;



{21 SPJ asli penggunaan ADD tetap berada di desa dan copy SPJ disampaikan

kepada Camat;

(3) SPJ ADD wajib dilamPiri dengan :

a. Foto pelaks€utaan kegiatan;

b. Berita Acara penyerahan kegiatan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada

Kepala Desa;

c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dari Pelaksana Kegiatan (PK)/

TPK kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

d. Berita Acara Penyampaian Laporan Pelaksanaan ADD sebagaimana

tercantum datam La.mpiran VI Peraturan ini;

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 21

Kepala Desa, perangkat desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan

perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang/jasa atau

bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan

dengan pemerintahan desa dan kekayaan milik desa.

Pasal 22

Larangan Penggunaan Dana ADD :

a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai daxi 2 (dua) atau lebih sumber

dana seperti APBN, APBD Kabupaten/Provinsi dan lain-lain sumber yang

sah dan tidak mengikat;

b. membangun tempat ibadah;

c. membangun/pemeliharaan lisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang

dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan Kepada Desa;

d. pembangunan fisik yang Pemanfaatannya kurang dirasakan oleh

masyarakat/ masyarakat miskin;

e. kegiatan-kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau

kelompok/golongan dan kegiatan politik;

f. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan

g. pembayaran premi asuransi atas nama individu yang bukan Aparatur Desa.



BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEI"AKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan

keuangan ADD yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan

pengelolaan keuangan desa dengan mengoptimalkan peran APIP.

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi :

a. Pengawasan melekat/langsung dilalmkan oleh Kepala Desa selaku

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka

meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PKPKD dan Tim Pengelola Kegiatan.

b. Pengawasan dilalmkan oleh Camat dalam rangka Pembinaan meliputi

fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan ADD dan

pengawasan pengguna.an dan pengelolaan ADD.

c. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka

meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan transparansi;

d. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP yakni

melakukan pemeriksaan atas pertanggungiawaban pelaksanaan ADD, yang

terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungiawaban pengelolaan

keuangan desa.

BAB VIII

PENGGUNAAN ANGGARAN ADD UNTUK BIAYA

PER.IALANAN DINAS PEMERINTAH DESA, BPD DAN PIHAK LAIN

Pasal 25

Perjalanan Dinas Pemerintah Desa, BPD dan Pihak Lain dilaksanakan dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas digolongkan menjadi :

a. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan;

b. Perjatanan Dinas Keluar Kecamatan Dalam Kabupaten;

c. Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Frovinsi;

d. Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi.



2. Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :

a. Pelaksanaan T\rgas dan Fungsi yang melekat pada jabatan;

b. Mengikuti Rapat, Seminar, Sosialisasi, Workshop, Bimbingan Teknis dan

sejenisnya.

c. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

3. Penerbitan Surat Perintah T\rgas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

(SPPD) :

a. Surat Perintah T\.rgas (SPT) diterbitkan atas dasar surat undangan

kedinasan, surat panggilan kedinasan dan kepentingan tugas pokok

Pemerintah Desa atau Desa;

b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dikeluarkan atas dasar Surat

Perintah T\rgas (SPT) yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;

c. Surat Perintah T\rgas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

dibuat sesuai dengan format sebagaimana terlampir.

4. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai

berikut:
a. Perjalanan Dinas dalam Kecamatan ditentukan sebagai berikut :

- Surat Perintah T\rgas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

- Surat Perintah Ttrgas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

bagi Ketua dan Anggotan BPD ditandatangani oleh Ketua BPD;

- Surat Perintah T\rgas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

bagi Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Desa.

b. Perjat€Lnan Dinas Keluar Kecamatan dalam Kabupaten ditenhrkan sebagai

berikut:
- Surat Perintah T\rgas (SPT) bagr Kepala Desa dan BPD ditandatangani

oleh Camat;

- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagt Kepala Desa

ditandatangani oleh Kepala Desa;

- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi BPD ditandatangani oleh

Ketua BPD;

- Surat Perintah TUgas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

bagi Perangkat Desa dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Desa;



perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam Provinsi ditentukan sebagai

berilmt :

- surat Perintah Tugas (sPT) bagr Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

ditandatangali oleh Camat dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

ditandatangani oleh KePala Desa;

- Surat Perintah Tugas (SPT) bagi Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala

Desa dan Surat Perintah Pedatanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh

Kepala Desa.

Perjalanan Dinas Keluar Frovinsi ditentukan sebagai berikut :

- Surat Perintah Tugas (SPT) BaSl Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD

serta Pihak Lain ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan Surat

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Camat.

BAB IX

KERUGIAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 26

(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pihak-pihak yang terkait

langsung dengan pelaksanaan ADD yang karena perbuatannya melanggar

hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara

langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.

(21 Penyelesaian lebih lanjut terhadap pihak yang telah melalaikan

kew4iibannya sehingga menimbulkan kerrrgian terhadap Keuangan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal2T

Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran dan Pehrnjuk Teknis Penggunaan

Alokasi Dana Desa diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Penyaluran Dana ADD berdasarkan realisasi Penerimaan Dana Perimbangan

di Rekening Iks Umum Daerah.

c.



BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat berlalannya Peraturan Bupati ini maka Perattrran Bupati Nomor

65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten

Muara Enim dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3O

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Maret 2O2O

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Maret 2O2O

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2O2O NOMOR 10.



LAMPIMN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NoMoR : 10 Tahun2O2O
TANGGAL : 19 Maret2O2O
TET'ITANG : PEDOMANPEI,AKSANAANALOKASI DANADESA

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN .....KABUPATEN MUARA ENIM

NoMoR I t43 / ............ /
TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN

KEPAI"A DESA

Menimbang : a.

Mengingat

b.

1.

2.

batrwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana
Desa (ADD) perlu ada Tim Pengelola Kegiatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa tentang Pembentrrkan Tim Pengelola Kegiatan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(Lembaran Negara tatrun Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Perattrran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ot4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al4 Nomor L23, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintatr
Nomor 1l Tahun 2OL9 tentang Perubahan Kedua atas
Perattrran Pemerintatr Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lernbaran Negara. Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 632L1;

3.



Perahrran Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OL4 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belar{a Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 61 1);

Peraturan Daerah Nomor 22 Tah:un 2Al9 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2Ol9 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Tim Pengelola Kegiatan, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam I"ampiran Kepuhrsan ini

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai hrgas
sebagai berikut :

a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
b. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada

Kepala Desa;
c. menyeiahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk

Berita Acara Serah Terima Kegiatan setelah kegiatan selesai
dilaksanakan.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahun 2O2O.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2O2O

KEPALA DESA

(Nama lengkap tanpa gelar)

4.

5.

6.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:
Yth. Kepala DPMD l(ab. Muara Enim

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PIt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH



I,AMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 10 Tahun2O2O
TANGGAL : 19 Maret2O2O
TET,{TANG : PEDOMAN PEI"AKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Format A tentang Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat

BERITA ACARA

PENYERAHAN DANA KEGIATAN MEI.,ALUI ALOKASI DANA DESA
DESA..... ....... KECAMATAN

TAHUN ANGGAR4N............

Pada hari ini tanggal bualan tahun

., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas. Unhrk dan atas nama

desa selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : ............

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Da1am hal ini bertindak ddam jabatannya tersebut di atas. Untuk dan atas nama

Tim ....... .... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima

dari PIHAK KESATU Dana Kegiatan sebesar

Rp....-.... .............)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada

tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
(yang menerima)

PIHAK KESATU
(yang menyerahkan)

Kepala Desa



Format B tentang Berita Acara Penyerahan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

BERITA ACARA

PEI{YERAHAN KEGIATAN

MELALUI ALOKASI DANA DESA

DESA..... ....... KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bualan tahun

., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

2. Jabatan : Tim Pengelola Kegiatan

Nama Kegiatan

Di Dusun / Di Desa

Anggaran Rp .........

Penerima Manfaat ...... orang/kelompok

Menyatakan telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas dan

selanjutnya menyerahkan kegiatan tersebut kepada Kepala Desa selaku Pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam

Kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Kepala Desa Tim Pengelola Kegiatan

L. Kehra

2. Anggota

3. Anggota

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH



I,AMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUARAENIM
NOMOR : 10 Tahun2O2O
TANGGAL : 19 Maret2O2O
TET.ITANG : PEDOMAN PEI"AKSANAAN ALOKASI

DESA

FORMAT A RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDCSA

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN

KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPAI,A DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ....... Peraturan Bupati
Kabupaten Muara Enim Nomor ..........Tahun ......... tentang

....., Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa);

bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurrf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan
Peratrrran Desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa
Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AL4 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a95);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor L23, Tambahan Irembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 41,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OL4 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

b.

c.

2.

3.



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor Tahun
tentang (Lembaran daerah Kabupaten

Tahun Nomor ..... );

6. Dst...
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.,ANJA DESA TAHUN
ANGGARAN ...........

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Rp..........

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp..........

b. Bidang Pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp..........

d. Bidang Pemberdayaa.n Masyarakat Rp...

e. Bidang Tak Terduga

Jumlah Belanja

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a - b )

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini

bempa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala

Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangl<an.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Perahrran

Desa ini dalam kmbaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPAI,A DESA

Diundangkan di ..........
Pada tanggal

SEKRETARIS DESA

NIP

LEMBARAN DESA KECAMATAN KABUPATEN MUARA

ENIM TAHUN NOMOR SERI ....



kmpiran : Peraturan Desa '..............
Nomor:
Tahun: 2O2O

AIIGGARAIT PEITDAFATAII DAII BTI.AITJA DESA

DESA......... BECIAIATAIT.
TAEI'I| ATGGARAT 2O4O

IIode Rclcnlat Urah.a
ADSSt'r!

(npl trGt

, 2 3 4

I PEf,DAPATAT

1 1 WoerAtAWPAD
1 1 1 f{asit lJgaha

1 1 2 Swadava. Partisioasidaa Gotong Royoag

1 1 r ^in-lain Pendaoaten Asli Dcsavane sah
Bunsa Simoanan Ustrs di Bank PAD

kdaen*zrtq/ct
1 1 Dana Desa (DD) DD

1 2 1 Alokasi Dana Desa IADDI ADD

1 3 1 Basi Hasil Pqiak Daerah (BEP, BHP

1 2 4 Bsgi Hnril Retribusi Daerah lBEnl BHR

I 2 ( 3antuen Keuaman Proviosi (lfPl BKP

I 2 6 4antuan Keuansan l(abuoaten / Kota {BBI0

I 3 ld*ldtt Pelrda@n Adl b gang ah
1 3 1 Pead@atan Hibah daa sumbangan pihakketiSa

1 3 2 tain-lain Peodmatan Asli Desavmr( sah

,T'TI.AE PEilI'APATAI

BEXIIIJA

2 I BIDAI{G PEIVT'EI.EITGGARAAII PWERIIITAE DESA

a I T Fcnvsdlera Ecafirstlaa Teteo dan ltalearal feDrfr Dcre
I B.LrtrFcanrt
1 I I 1 Pencihagilan TetaD KeDafaDesa

Keoala Desa ( ... Ors x 12 Bln r Ro. 2.(X)O.OOO)

1 I 1 2 Irrniencan Keoala Desa
Keoela Desa I ... Ors x 12 Bla x Rp. 750.0(rc1

I 2 Faoltrdlrn Tctro rrn ltnlurla Polll*rt dcr
2 BoteotrPcwrf

I 2 I 1 Feog}asilan Tetap Feranslat Desa Desa

Sekretaris Desa (1 orc x Rp 1.50O.O,0O,- x 12 blnl
tGoala seksi / Kepala Urusan [6 org x Rp 1.10O.0O0,- x 12 bln)
Keoela Dusun (...... Ors x RD 1.1OO.O,0O.- x 12 blnl

2 1 2 I hrniangan Pemngkat Desa

Seketaris Desa (1 org r Rp 5OO.0@,- x 12 blnl
Kepala Seki / IGpala Urusan (6 or8 x Rp 4(X).(X)O,- x 12 bln)

KeoalaDusun [...... Orcx Rp. 4fi).(DO,- x 12 bln]

2 1 3 Fcnvcdtua Jrollrn Sod.l bad Xcnh Dco dra Prnrdrt Dc*
2 a 1 BGLdrPGrrnf
a

q 1 hrhu fcrhrtraXorh Dcn ADD

Keoala Desa 11 ore x Ro. 87.318.- x 12 blnl ADD

2 1 4 I Irotn.a fo|.hrtu Ecnnfit Dc.. ADD
llekretaris Desa (1 ors x Ro. 87.318.- x 12 blnl ADD

Kepala Scksi / IGpatra Urusan (6 Org x Rp. 87.318,- x 12 bln) ADD

I(eoala Dusun (..... oqt x Rp. 87.318,- x 12 bln)

3 3 ,hnhm l(ctaorlcdrrl Kodr Doa ADD

Keoala Desa (l orr x Ro. 14.850.- x 12 blnl ADD

I g 4 Jrotorn fctuorahdera Pcrudrt Dan
Sekretaris Desa 1 orgr Rp. 10.8O0,- x 12 blnl ADD

Ifuoala Scbi / Itupala Urusan 6 Ors x Rp. 8.1OO,- x 12 blnl ADD

ltuoala Dusun {.... oflx Ro. 8.1OO.- x 12 blal ADD

2 I 2 t lrfr A.[slEf Jralrea Bert Tlr Pc'laClrt Dc.. (f6 Pfal ADD

&oala Desa {1 orc x Rp. 1O1.75O,- x 12 bta) ADD

Schetaris Desa 1 orc x RD. 74.0OO.- x 12 blal ADD

Keoala Seksi / Kepala Urusan 6 Org x Rp. 55.5fi),- x 12 bln) ADD

i(eoala Dusua 1.... orc x RD. 55.5OO.- x 12 blnl ADD

2 1 q 2 6 Bofrdrlrorari forhtu BPD hoa PfAl ADD

Ketua BPD fl ors x Ro. 87.3f8.- x 12 blnl ADD

nlrkit Ketua (1 or* x Rp. 87.318,- x 12 blnl ADD

llekretaris (l ors x Ro. 87.318.- x 12 bln) ADD

fnccota (..... org x Ro. 87.318,- x 12 blnl ADD



7 2 3 4

'4 I 3 7 Bctrde Arunorf hctalr fcdrrl lopd (ma !!![ AI'D

Ketua BPD (1 ors x Ro. 6'750,- x 12 blal ADD

n rk'-t Ketua {l orX x Rp. 5.40O,- x 12 bln) ADD

rp-kr€-teris (1 orc x Ro. 4,59O.- x 12 blnl ADD

{acsota 1.... orcx Rp. 4.O5O,- x 12 bln) ADD

4 t E tmh A.urlrd.rrotarn Eerl fr. EPD |troo Pf,Al ADD

Ictua BPD {1 ors x Rp' '16.250,- x 12 bln) ADD

Wakil Ketua (1 ors x Rp. 37.(nO,- x 12 bln) ADD

Slclretaris 11 orrx Rp. 31.45O,- x 12 bln) ADD

Aosrota (.... orx x Rp. 27.7fi,'x 12 bln) ADD

2 I 4 u.*dl-- oocnriolrl Fcnorhtrb DG..(AfB. Eonor PBPD d'r PEE'4!U

2 1 a 2 Bctrah Brreor &aJrn
2 1 I Belania Alat Tulis lkntor dan Benda Pos

1 2 2 Ba-lania Perleadcaoan Alat-alat Listrik
I 4 3 Bebnja PerlengEapan Alat Rum6h Tangga dan Bahan Keb€rsihan 

,

A€tania Bshan Bakar Minvak/Gas/Isi Ulang Tabung &a!4am Kelgkalgn1 4 4
1 4 E Belaaia Barane Cetak dan Penegandaan

2 1 4 6 Belania Barans Konsuasi Makan/minum)
I 4 2 3elania BenderalUabul-umbul/ Spand

2 1 4 2 t Bobarr Pelrhl lllur/Scnnr/Atrftut
- Pakaian Diaas PDH @Rp. S0O.OOO/stcl

- SleDatu Dinas / SeDatu Olahraga@Rp. 25O'OOO/pas€ag,

Pakaian Otahrasa @Rp. 3SO.OOO/etel

Pakaian Batik @Rp. lSO.OOO/lbr

- Pakaian Hitam Putih@p. 350.0fi)/stcl
2 a I Bcledr Jrn Eoaorrlur

- selenia tlonorarium ODerator Siskuedes (l ors x Rp 1.0O0.0OO x 12 bln) AI'D

- Belania Honorarium Operator Desa (1 org x Rp 1.0O0.000'- x 12 bla) ADD

- Belania Honorarium Pengelol,a Aset Desa ADD

- Sckr,etaris Desa (1 org r Rp 20O.0OO,- x 12 bln) ADD

- IGsi vanc meobidansi (1 org x Rp 200.@0,- r 12 bln) ADD

- Bel,ania Honorarium Pencelotra keusngan Desa ADD

- Kepala Desa (1 orB x Rp 300.0OO,- x 12 bln) ADD

- S€kretaris Desa (1 orgx Rp 250.0OO,- x 12 bln) ADD

- Keoala Seksi (1 ors x Ro 20O.OOO.- x 12 blnl ADD

- Belania Honorariurn Stafr Kaur Keuangian (1 org x Rp l'OOO.fi)O,- x 12 bln) ADD

2 I I 2 lolDohdr Eodrleurr Dfirrr
SFDD drLa Drcmtr I Xo focrortral
- Uang Saku / TrarsDort 1 Ors x 24 kali r Rp. 75.Ofi) Kepala Desa) ADD

- Uann Saku / TransDort 4 Orc x 24 kali x Rp. 50.OO0 (Perangkat Desa) ADD

- 8FPD ddro Drcrh ltrc IftED.t ol
- Uaas Saku L or* x 24 kati 5 ftp. 150.000 Kepala Desa) ADD

Uans Saku 4 or*x24 knti 311p. f 0O.0OO (Peranslot Desal ADD

- Uanc TransDort 5 orr r 24 kali x Rp. ......(PPl (scsuai dengan ring I ADD

- 8FPD delro t ronh ffiG frbro.t nl llo Pcnorlrt (Plhrf hhl
- Uanc Saku 1 orr r 2 (kll x 12 bln xRo. 75.(X)O.- ADD

- Uane Transoort 1 ors r 2 &Il :r12 bln x Ro. ...... (PB (seeuai dg ringl ADD

- SPPD Irrr Dr:nh fllalen Plrllrll
- Uanr Saku 1 orxx 2 (kll x 2 hari x Rp. 2OO.OOO (Kepala Desa) ADD

- Uans Saku 3 orxx 2 (kl) x 2 hari x Rp. 15O.0OO (Perangkat Desa) ADD

- TransDort 4 orgx 2 kali x Rp. ......... tPF) (PerangEat Des4 ADD
- 8PPD lanr Ptovlul
- Umc Saku 1 ors x .,. lharil x .... kali x Rp. 30O.qlO Kepala Desal ADD

- ganc Saku 1 orc x ... (hari) x .... kali x Rp. 25O.O@ Peransliat Desal ADD

- Uans Saku 1 orc x ... Iharil x .... kali x Rp. 15O.0OO {Noa PeranEkat Desa)

- fransport .... org x ... Ikli (Pq x Rp. ..........(SPJ sesuai kebutuhan : tiket pesawat / mobil
/ kwitansi sesramobil / catu bbm) ADD

2 1 4 2 1l SelaniaJasa Sewa

1 4 2 t2 Bclmia Jasa Ianrcanan Listrik
1 4 2 13 ilelania Pemelihaaan {Peralatan. Kendaraan dll) ADD

1 4 2 t4 Belenie Baranr dan Jasa vans Diserahkan kepada Masyarakat

A 4 BchohXodd
1 1 Belania Modal Fensadaao Tanah

1 2 Bclania Modal Fenradaan Peralatan, Mesio dan Alet Berat

- Belania Mod,al Dcnsadaan Laotoo lGntor Desa ADD

Belania Modal pcngadaan Printer ADD

- Belania Modal pcncadsan Meja kerja I 12 btro ADD

2 5 Plarcdlonfrnleoal BPD

2 6 1 BGlutrP.Nrf
2 I 5 1 1 I\rnianoan Kedudukan BPD

i(eftaBPD (1 orxx Rp L.2s0.m0,- r 12 btn)

Wakil Ketua 11 orgx Ro 1.0O0.0OO,- x 12 btn)

3ekretaris {1 ors x Rp 85O.OOO,- r 12 bln)

lncsota (...... Ors x Rp 75O.dP,- x 12 btnl



7 2 3 4

I G e.or"rtaa'oecrl"o.t l?D [n.Ft, atl$ xrlrn xtnur, Prhrrl 8otrrg.!' Llrtrll dlrl

7 I 6 2 IdmhBrrurrm &ta.
2 1 6 2 1 3claniaAlat I\lia Ikntor dan Benda Pos

2 I 6 2 :ietania Barans Cetak dan PencEandaalt

2 1 6 2 llctania Barans Ifunsumsi Makan/minum)
t 6. 2 4 Belaaia Pakaian Diaas/Seraeam/Atribut
I 6. 5 Bclrde Pcdelurl Dllrr ADD

. 8PPD ,r-l-n Dl.reb I f. X.Grort d
- Uans Saku / T[ansDort 1 Orc x 4 kali x Rp. 75.OOO (Ketu4 ADD

- Uanc Saku / Tttrrsport 2 Orgz4 kali x Rp. 5O.O0O (Angota) ADD

aPFD d.trr Droceh lI(. frhu.Erl
- Uanc Seku 1 orc x 4 kali x Rp. 150.OO0 (Ketual ADD

- Uan'g Saku 2 o*.24 kali x Rp. IOO.OOO (AngSota) ADD

- Uann Transoort 3 orc x 4 kali : Rp, ......(sesuai dengan ring ) ADD

- SPID Lu.rDlclrh (Drlro fPvtrtl
- Uanc Saku 1 orgx I (kl) x 2 harix Rp. 20O.0OO (Ketu4 ADD

- Uanr Saku 2 orc x 1 (kl x 2 hari x Rp. 150.(rcO Fngotal ADD

- TransDort 3 orq x I kali x RD. ......... (PFl ADD

2 1 6 t Belania Peaeliharaan

I 6 a Bohale Iodd
1 6 1 Belania Model Fensadaan Feralatan. Mesia dan AIat Berat

- Bclsnia Modal Den&adaan Laptop Ikntor Desa ADD

- Belania Modal ocacadaan Printer ADD

- Belania Modal Dletlgadacn Meja kerja L 12 biro ADD

7 lanadlra llmtlfrOerutood Rf ADD

2 1 7 2 BdllhBeraledra.In ADD

1 7 2 I Belmia lnseatif Rf (.... Ors x 12 bln x Rp. 20O.0OO) ADD

1 7 2 Belania Alat I\rlis IGntor dan Benda Pos ADD

I 7 2 3 Bclania Barang Cctak dan Fencaatrdaan ADD

t Kcdetu l..!rolu foil! XaaotDG.r
2 I t a B.Lnhb.rutd.!L..

1 1 Belania Koran
1

t s Bclrah Xodd
I I 1

I Kcdrtra Orndo,rrrl AoDuluoc Dan
2 I 2 fdrclrtrlrtt dell.n
2 1 9 2 1 Bolede Fcoolltrrua lpGnLt a, Iloodmel dlll ADD

Belania Peneadrqn Bg11 Kendaraan
- Bcl,ania Suku Cadans Kendaraart
- Belania BBM Ikndaraatr l2O W r24IGli r Rp. 8.O0O)

Belania Ganti Oli Kendaraan
Belenia Paiak Kendaraan

. Belania Asuransi Kcndaraan Ambulancc Deca
1 t 2 Belmh lrmt{f8ootu AoDolrlcc DG.. 11 Orr r 2 Lrlt:: 12 bln: Rp. 2[Xr.flXD ADD

1 3 2 3 Bolrate hroot{f Penacdtr P.odradrf Il1 OtI:2 Lrtr r 12 bln r Rp. 2[Xr.O@l AI'D

! a Bclrah Xodd
2 I c I Belania Modal lGndaraan (Ambulance Desa)

2 l0 f.d.t r E qtchrytlrru furyrlrreh dclr Pcrtlceorrl Do*/Pcohtererl APBDoI
lQmlal

2 10 Bclmhtuurdrairlr
2 I 10 L Belania Baranc Konsumsi Makso/minum)

I 10

I 10 Bclrair Xodrl
I 10 1

2

T 11 Kodrtu hcoDorrao $atco lofrtueril Dclr ADD

1 tl 2 tdrahBurlldrlJrra ADD

2 1 11 2 I oiaya paket intcmet ADD

1 t2 @ Fd.brrl. PftdG., Doolt&rl Be" fcdbyrtm & BPD ADD

t t2 BohdrBuurdea.hrl ADD

1 t2 1 Barang Ferlengkapan LainIrya ADD

I l3 @Locbe eilrr l3cdlryrtrl I F68ldorn fortlSo! d.f.n
Loodcr

ADD

I l3 2 BGLnlaDarrlrd. jg1 Af,D

2 I 13 2 I Bclania Keeiatan Lomba Desa ADD

2 I 13 2

2 1 13 2 tdrah lodrl
2 1 1 2 I



7 2 3 4

1 l{ l(cdrtu Eooonhu/Foosoru Brtu/P.tol T.!aL f,r. DG.l ADD

a 1 1{ Bahnh Brnar del rhr ADD

I 14 2 1 Bel;ania Insentif Tim Batas Desa (7 Org x 2 kl x Rp. 1OO.0OO) ADD

I 1 2 Belania Barans Konsumsi Makan/Minum) ADD

, I 14 3 Belania Dokumentasi ADD

14 Bctrnlr Iodrf ADD

I 14 3 I Belania Modal Ferafatsr Rambu-rambu/Patok Tanah ADD

Belania Modal Pensadaan Patok Sementara Batas Desa

2 2 SDAJIG PEI.IIBSATAAtr PWAAIIGI'XAII DESA

Kcdrtra Aub Bldor Pctdfdflra
2 I 6yGtoi6mr palrD/IlBlmerrro/rhdrert troo Forod Itl|LDG.l (Eo[or, Prlrtar

tnr
2 1 I 2 Belaoia Barans dan Jasa

- Hotrorariun Guru PAUD FKffPlfm/Madrasah (..... Org x 12 bln r Rp. 3OO.0OO)

3 Befanja Modd

2 2 PcDb.rtsr.!/no&ebllltrj/ncabglltr!/ecafd.rl ertrle/Ptelnor/ALt PGf.ll
Dlrrn /Fr r.rD  /frl r?Porkdffih

2 2 1 lel,aniaBarmsdan Jasa

1 2 3 Belanja Modal

2 2 1 q PEb.!3prlrr/R.hrbllttlruFcdnt}rtr! S.t.nr/krnrur Pcrpurtllru/T.!.!
trar ffmlSmorDalrlrr

2 2 1 3 2 Belania Baranc dan Jasa

1 3 Belanja Modal

ill ...............

2 2 a Rqlrtel pcofcbfua Pcreut h.! flULDc.r lpoagdrra Buh, Eoaot' Teorn Brce

1 2 Bct drB.rrandrl.Ien
- Alat Ttrlis Kantor
- Belania Inscntif Pencelola Pemustakaan

1 4 Balrqlr lo&f
- Belanja Modal Peneadaan Buku Perpustakan DD

- Belania Modol Peralatan dan Pcrlengakaoan Peroustakaan DD

z 2 2 fcgleten Sub BtdraS fcrehrttr
2 2 2 FcatclGn!3rr.rl Pc fotoLrt ! Ircn/Fotladc XlUt D..l (Ob.q l.o..ttlf,' E dtbl

2 BelanjaBarEng dan Jasa

2 2 1 Bel,anja Modal DD

- Belaoja Kesiatan Poe kmbinaan Terpadu (Fosbinalul DD

- Belanja Modal Fengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat DD

dll .

a 2 mrru..n Prrrail ltrtrora TeoDof,ea. lllr Buall. Iruir hrcltltl DD

2 2 2 Bclania Barane dan Jasa DD

- Bclania Operasional Fosyandu Rp. 7.Sfl).flX) DD

- Bclania Inscatif l&der Poebinda {Posbiadu Dasarl (.... Org x .... Ireg x Rp. so.qrul DD

- Belaaia Insentif Fetusas Kesehatan tPosbiada) (.... Org x ... Keg x Rp. l0O.OOOl DD

- Bclaaia Kegiatan Pencegahaa Stunting DD

- Swiepim Feoimbanfian Balita DD

- Fendamoinsan Minuman tablet taabah darah ibu haoil DD

Fendamoinsan lbu Hamil DD

- Belmia ktatiha Kads Posbindu DD

2 BelanjaModal

- Kegiatan Posbindu PI'I!{ Dasar
- d[ ..........

2 2 2 3 PtohrtE!.a/Rchrbllftert/nontgfrtra/P.lttd..! s.t !./Prr..rur
Poryradu/Dolladcr/PBD

2 3 3elania Baranr dan Jasa



3 4
7

2 2 Sehnja Modal

- du..

noortrnuu3a 4

FmellhrrlrrJ.tar DGaa

3 1 Belania Barans dan Jasa

2 a 1 3elarda Modaf

2 2 I a @/noohglrt !/poofemru .roob*rn fllll DG.r

3 2 Belania Baranc dan Jasa

2 2 3 3 Belanja Modal

2 2 3 3 @p3651rya-rnot5511ftlrf/Drdqlrtu/Pooaprrro Jrlea DG.r lcoloo&
Lt-L- rfit

2 2 3 Belania Baranc dan Jasa

3 Bclaaja Modaf

g 4 K.d.trs Dcob.l3[ur/nGhbllrtr.r/ecobgrrfi.r! &r.t DGs/B.rrr u[.ryrrer*rn

a 4 BelaniaBaranc dan Jasa

3 4 a Belanja Modal

2 2 3 ! rtrn Fentortr.n/Feoutrthlna Dote Ythvrh dra Soahl D..r
2 2 I q :lelenie Bsren-s don Jasa

2 2 3 E 3clanja Modal

q
6 Eodrtra Fcoburuua/nchbilfterf/Ecotoglrtu Eobuaf Dcr

2 t 2 Belania Baranc dan Jasa

2 2 6 a Belanja Modaf

2 3 kxhl.. p;5fua6a6/R.t bllttr.i/Pcohdrtta Xoounca/G.Dun/Ertrr Dcn
a 2 BclaoiaBaranr dan Jasa

2 2 3
.) BclanjaModat

2 2 1 rdrtra 8ub Bldrar f,nrna PoouHnu
2 2 I 1 fcdrto Pcotearuau/Rcheblltrd/ncohgtrtu Surnbcr AIr Bocrlh tt[l D'..a
2 2 4 1 Scl,ania Baranr dan Jasa

2 2 4 1 3 3elanjaModal

2 2 a 2 f.drtr! P.ob.{urn/nchrblltt ruPcalnflrtea FclBtr' JrrLoa Unuo/f,Cll Unuo
tlt

2 2 Belaqia Baraag dan Jasa

4 2 Belanja Modal

2 4 s ILd.tt! D.ob.l3r!.!/R.hrbilft .Uncot;}rtu Frrillb PG.gclolrrn S.rFh

4 Bclania Bararc dan Jaea

2 2 4 Selanja Modal



, 2 3 4

Z z 4 4 g331rtrapcob r8rlea/nchrHl1trd/P36f1Sfr11r Altu DGobrr.lr1 AIi LIED.E

2 2 4 4 Belaaia Baranc dan Jasa

2 4 4 3 Bclanja Modal

5 EcfituBtdrortrhne drl Lllgbalrr Eldq)
! Eeordalra Entu IfiL Dol

2 E 1 2 BelaniaBaraac dan Jasa

2 2 q 1 Beianja Modal

2 2 ! 2 P.ocloLrl tln&ldr Elduo llltDcl
2 2 E Selania Baran,g dan Jss6

2 a Belanja Modaf

2 a Eqbt r Bfdsg Pcrhubulju' f,oaudltd dll llssErtltra DD

2 G t Fcobuetu dla h3dotua rredryrdlutrlrri f,oaudlut dln l!frtrortt Ltd D.tr DD

G 2 2 BelaniaBaraacdm Jasa

Belaoja Modal DD

- Belanja Aplikaai Desa Online DD

? fcgbtra Bldrlg Encryl drrr Eunbcrdeya IlaGrrl
7 3 euoDllgpm/nchrilftrd/pcoh8lrtea &nlrl Prenrue Eoo4t Altomtlf Dorr

7 3

2 2 a fGdrt.nBld.niEuilt t
2 2 t 1 foDrryrlu/Rchbflltrd/ertlrybtrn SrrurA PrrrnarPrrldlb f,lllt D..r

2 2 I 1 Belania Baranc daa Jssa

I BelmjaModal

3 BIDATG PBXEtrIAAT f,UA TANAIIA'TAT

Rcgtet n $rb Bfdrag Ectcotn8ra' Kctct{lbca Uruo del Pcrlhdulgu uerfenfet

2 3 I I Pcoordrrl/Dcrrrclooarnu Pol llcanum Dcre
2 3 1 1 Belania baranc dm iasa

Belania Honoraium Jaga Malao
- Bclanis Hoaorarium Linmas (..... Orang x Rp. 15O.OOO,- x 12 btn)

2 1 1 3 Belaqja Modal

a 2 Eadrtm Fcdrm t(tsl.d$mi/Trlrnro Eclcan SLdr LoLd Dcaa DD

I 2 Belania barans dan iasa DD

- Operasional Tim Pem4dam Kebakaran DD

- Dclrtth.! Pollgr Pcnedro lldllrrea Dae

I 3 Belanja Modal DD

- Bclanja Modal Peralatan, Mesin dan Atrat Berat Lainnya DD

- Hidrant
- PomDa

- Selail

2 3 2 frdetra 8rrb BfdulEcrbrdryua drl fclgranrl
2 I 2 KcCteten hyclcoCrnrl lctlrel f*ahq Adrt/fcbrd.F.! den foqrnrea (EUT

RI, Iryrf,cSrmeo
2 3 1 2 Elctania baranz dan iasa

- Belaaia Honorarium Keaaamaan

- Belanja Honorarium Usta&/Ustadzah (..... Org x Rp. 3oO.d)O,- x 12 bln) ADD/DD

- Bel,aniaHonorarium Imam/Mudim (..... Orcx RD. 30O.0OO,- x 12 bln) ADD/DD
- Belanja Honorarium Pembina Keagamaan (..... Org x Rp. 3(X).O0O,- x 12 blnl ADD/DD



7 2 3 4

2 3 2 I felania Modal

a 3 q .trn 8ub Xopooudru denOlrhRrgr
2 3 d @p3ag31g11 Xo11ttfsn fceoou6raa t O6hrryr ScDqrl tg.Ht D... ttt

E-tEolr rEn#r

4 1 Belania barang danjasa

1
., Belania Modal

2 3 3 2 Fmvalcnormn Pclrtthra l(cocoldrel Tladrt Dclr
2 3 2 Bel,ania bamrs dan iasa

2 3 2 Belania Modal

d 3 4 @/r.nh xcpcraudrn'i- @t1fuqp lhlbt Dc'r

a 2 Bcfania bereo[ dan iasa

2 3 3 a BclaniaModal

q 4 a @/pcatgf*u ftreu d;1 Prrrreor fcOcaudeja t
atrhra lllllDs

3 4 2 Belania baranc da iasa

3 Bclania Modal

3 I Kodrtel F'coblnru Brrur Trtur/Kub fceoondru d'- Olebrelt
3 q Belania barans dan iasa

Keoiaten I(Erane Tarruna

2 3 3 5 Belania Modal

2
q I rcrdrtra Sub Btdene BchoDlola lrrverebt

2 3 4 1 Kesiatan Feobinaan kmbaea Adat
2 3 4 I Belania baranc dan iasa

4 1 3 Belania Modal

d 4 Ifodrtro INDIIII,II,FID
2 3 4 2 Belania barans dan iasa

- Ooerasional LPMD

2 3 4 2 lclaniaModal

2 3 4 3 fcd.trn Fcobllru PBX ADD/DD

2 3 4 3 2 tchatr bonar d.! l.t AI'I'/DD
Solrtrr{rtPG ADD/DD

- Pelatihan SIM PKK (OD€rator Entri Data-data Primer di des4 5.0OO.0OO ADD/DD

- Pembancunan Sekretariat PKK (30O.mO.fiX)) PADG.

. FOf.rAI
- Pelatihan PKBN (Pembinaan l(esadaran Bela Negara) 2.SOO.UX) ADD/DD

- FOX.TA II
Pelatihan Sesuai Potensi Dcsa (3.5OO.OOO) ADD/DD

. FO&'A Itr
- Pelatihan Pembeahrkm BankBit (4.5OO.00O) ADD/DD

- FOr.rAlv
- Fencaahan Stala Gtuntios dan Thalasemial s'(x)O.fi)O ADD/DD

2 4 3 BclrfrXodrl ADD/DD

ltcLenia Modal Laotoo PKK ADD/DD

lleLania Modal Printer PIC( ADD/DD

q t 4 Erdltu Pchi{hrrl Eaobfllro Lcobea foorfurbrtra
4 A 2 Bclaniabaranc dan iagg



, 2 4

_2 3 4 4 3 BelaniaModal

{ EItl T(} PTIBERDAYAAII TASIYARABA'T

2 4 Itaclrtrn Eleboc tlabn}rn &l FCfiLenaA
I 1 Bolrahtrrlordrl trtr

2 4 1 2 1

2 4 1 3 Bclrahlod.f
2 4 I 3 1

2 I 2 rrhhn BtdrnrFa:trdrn &l Dctcrarlu
2 a 2 2 Babnletorurdrn lrra
2 4 2 1

q q Balrdrilodd
2 I

e 3 K.d.t r Bldllf P.ollrfrtrn f,ucriter Apntur Dclr
4 a Bctrnh tcrnr.tral.l
4 I Peoinekatan IGoasitas Ooerator Siskeudes DD

4 2

a 3 3 BchdrIodj
3 3 1

A 4 Kslrtrn Bldrnl F.mbGrdrrnn Fcmoouu- Dcrlhdnnao Art &a Xclurnr
2 4 2 Bchqtrblnnsdul.r

4 2 1

a I 3 Bdratelodd
2 4 4 1

2 { I fcfitra Btdurf,oorrrl Urlh. f,lcro fccil dra Xcocrrrnh (UKl
2 4 I 2 Bctrdrterued.!h
2 4 2 I
2 4 I 3 Botrdr Xodrf
2 4 a I
2 4 G Eodrtu BldrlrDobnan Pannrnes lodll DI)

2 I 6 I K.rlrtrn FahttL.r Pcllaelolra BIIX Dcaa DD

2 4 G 2 Bdenhterelrd.[t re DD

Pelatihan Unit UsahaBUM Desa DD

I 7 fcdrt1a Bftr.ii lbrdht611n Io- DGsltrdEattL!
a 7 2 Bollahblrrredralr.r

2 4 7 2 1

a 4 Bdrdrlodrl
7 t

5 BIilC.ATA DARI'NAT DAT IETSDESAX DESA

! I K.d.tla Poarlotlfeama B.ocu. ADD/BHP

t I a Bctrdr TldelTcrduor ADD/BHP

2 I 4 1 Penmeulangan Bencana ADD/BHP

I 2 fc&t.n XG.d.ralr.rurt
I 2 e Bolrair Tldrt Tcrdun

2 2 1 Penenqanen Kesdaen Darufet

2 3 frdrtra f,adru loodal
a 3 a Bclratr Ttdrt Tcctua

3 I Penansanan Keadaan Mendesak

JT'TI.AE BE,I4[.'A

srnPl,lra/ rDEfm
BT8A ITBIH/ lrI'AT,rGD PEREITUTGAf, ATGGANAT

3 PHEIATATIi
s I Pansfurtrun knblanan
3 I 1 SILPA

3 I lencairan Dana Cadasran
3 I 3 Iasil Kekavaan Desa Yan* dipisahlan

,I'II.AE I NP I

3 2 Praacfuorullt Pemblaman
a 2 I fembenhrke Dana Cadangarr

:nyertaan Modal Bumdes
,I'II.AE 

' 
RPI

KEPAI,ADESA,

(...................................)

PIt. BI'PATI MUARAENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH



Format B Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang
2. Kegiatart
3. Wat<tu Pelaksanaan

Rincian Pendanaan

tanggal

Disehrjui / mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatart

Cara pengisian:
1. Bidong diisi dengan lcode rekening berdasarlcan klasifileasi leelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan lcode relcening sesuai dengan urutan leegiatan dalom APBDesa.
3. lcolom 1 diisi dengan twmor urut
4. lcolom 2 diisi dengan umian berupa incian leehhlun dalam lcegiatatu
5. lcolom 3 diisi dengan tnfume dapat berupa jutnlah orang/barang.
6. leolom 4 diisi derqan harga safitan gang merupalean besaran unfitk m.embayar

orang/barong
7. kolom 5 dii.si dengarl jumlnh perlcalian antara lcolom 3 dengan kolom 4.

PIt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

NO. URAIAN VOLUME HARGA
SATUAN

(Ro.l

JUMI,AH
(Rp.)

I 2 3 4 5

JUMLAH (Rp.)



I,.AMPIRAN TV PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : tO TAHUN2020
TANGGAL , 19 tJtasoL 2o2o
TENTANG : PEDOMANPELAKSANAANAI,OKASI DANADESA

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN ........... ........KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR I t43l ............ / ....

TENTANG

PEI.,AKSANA TEKNIS PENGELOI"A
KEUANGAN DESA

KEPALA DESA

Menimbang : a.

Mengingat

b.

1.

2.

bahwa untuk mendukung pengelolaan keuangan desa dan
untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Desa

Nomor ....... Tahun ........ tentang
Perlimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

perlu dibentuk Pelaksana Teknis Pengelola
Keuangan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputrrsan Kepala
Desa tentang Pembentukan Pelaksana Pengelola
Keuangan Desa ............;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentung
Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Perahrran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang
Perahrran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2OL4 tentang Desa (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) ss$ngaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2OL9 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OI4 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4

3.



4.

tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2}lg Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 632L1;

Peraturan Pemerintatr Nomor 6O Tahun 2Ol4 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558);

Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peratrrran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun
2OL9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OI9
Nomor 22);

MEMUTUSI(AN :

Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Kepuhrsan ini.

T\rgas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

T\rgas Koordinator Pelaksana Pengelolan Keuangan Desa
a. Menyusun dan melaksanakan
b. Menyusun rancangan Peraturan desa
c. Men5rusun ranc€rngan Peraturan Kepala Desa tentang
d. Menyusun laporan keuangan desa dalam rangka
e. Menyiapkan Pedoman pelaksanaan APB-Desa;
f. Menyiapkan pedoman pangelolaan barang milik desa;
g. Mengetahui SPPU.

T\rgas Kaur Keuangan Desa
a. Menyimpan dan mengeluarkan uang
b. Melakukan pembayaran
c. Menyimpan selumh bukti pembayaran
d. Melaksanakan sistem akutansi

T\rgas Pengelola Barang Milik Desa
a. Men5rusun perencanaan
b. Menyusun anggaran
c. Melakukan penyimpan€u"r ua.ng
d. Melakukan pemeliharaan

Melaksanakan
Melaksanakan
Melalsrkan
Men5rusun

5.

6.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

e.
f.
ob.
h.



KEENAM : Tugas Pemungut Penerimaan Desa
a. Melakukan
b. Melakukan
c. Mempertanggungiawabkart

KETUJUH : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggarart

KEDEI"APAIiI : Keputusan ini mulai berlalru sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di
pada tanggal

KEPAI"A DESA

(Nama kngkap tanpa gelar)



Lampiran ................. \

SUSUNAN TIM PEI,AKSANA TEKNIS PENGELOI.,A KEUANGAN DESA

Kepala Desa.

PIt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

NO. NAMA JABATAN JABATAN DAI,AM TIM

1. Kepala Desa Pemegang Kekuasaan

2. Sekretaris Desa
Koordinator Pelaksana Pengelolaan

Keuangan Desa

3. Kaur Keuangan Desa

4. Pengelola Barang Milik Desa

5. Pemungut Penerimaan Desa



I.,AMPIRAN V PERAfURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 10 TAHUN2O2O
TANGGAL : 19 Maret2O2O
TEMANG : PEDOMAN PEI"AKSANAAN AIOKASI

DAI{A DESA

INFORMASI REALISASI DAN PENGELUARAN

AIOKASI DANA DESA TAHUN 2O2O

TRIWULAN I, TRIWUI,AN II, TRIWULAN III DAN TRIWULAN IV

DESA
KECAMATAN :

Tahun Anggaran :

Mengetahui :

KEPALA DESA

Sekretaris Desa
Selalm PKPKD

PIt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

PENGELU

Nomor
PENERIMAAN

(RP)
URAIAN

KEGIATAN
JUMLAH

(RP)

Volume
Kegiatan

Wakhr
Pelaksanaan

Lokasi Penerimaan
Pembayaran

Pajak
Ket

6 7 8 9 t0
1 2 3

JUULAH:



LAMPIMN VI PERATURAN BUPATI MUARA EMM

NOMOR :lOTAHUN2O2O
TANGGAL : 19 Maret 2O2O

TENTANG:PEDOMANPEI,,AKSANAANAI,KASIDANADESA

BERITA ACARA

PEI\TYAMPAIAN T,APORAN PELAKSANAAN ADD TRIWUI"AN

DESA ..... KECAM/TTAN

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan

Yang bertanda tangan di bawah ini
tahun

1. Nama
Jabatan

Selanjutnya

2. Nama
Jabatan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

pIHAK KESATU bersama dengan jeiaran pemerintah desa, telah

menyampaikan laporan pelaksanaan ADD Triwulan ...... kepada PIHAK KEDUA dan

masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan ..... dengan dana sebesar Rp

(...............)
2. Kegiatan ..... dengan dana sebesar Rp

(...............)
3. Kegiatan ..... dengan dana sebesar Rp

(...............)
4. Kegiatan ..... dengan dana sebesar Rp

(...............)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada

tanggal tersebut di atas untuk dipergUnakan sebagaimana perlunya.

Kepala Desa
Selalm Pemegang Kelnrasaan Pengelolaan Keuangal Desa

disebut sebagai PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA
KETUA BPD

PIHAK KESATU
Kepala Desa

PIt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH


